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4.1 Kesimpulan
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4.1.2

4.1.3
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Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban
Kekerasan Dalam Rumah Tangga saat ini diatur dalam perundang-
undangan di Indonesia, seperti: Kitab Undang-Undang Pidana, Undang-
Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga.

Berdasarkan data dari Unit Pelayanan Perlindungan Perempuan Dan
Anak Polresta Batu, ada peningkatan jumlah Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (KDRT) dari tahun 2017 sebanyak 21 kasus menjadi 25 kasus
pada Tahun 2018 sampai dengan bukan Nopember.

Bentuk perlindungan hukum secara langsung melalui lembaga-lembaga
yang ada seperti: Pusat Pelayanan Terpadu, serta Lembaga Bantuan
Hukum.

Kendala aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan
perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah
tangga oleh; Pihak korban dan keluarga korban tidak mau memberikan
keterangan akan adanya kekerasan dalam rumah tangga karena merasa

malu;Kasus KDRT tidak ditindaklanjuti pada tahap selanjutnya karena
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4.1.5

4.1.6

4.1.7

korban memilih menarik iaporanya dengan alasan memelihara keutuhan
keluarga Tidak memenuhi syarat-syarat materii seperti tidak adanya atau
kaburnya tempus delictinya . Tidak memenuhi syarat-syarat formal
seperti kurangnya alat bukti.Korban tidak hadir dalam persidangan .BAP
dari Kepolisian tidak lengkap, korban tidak memberi keterangan. Pelaku
tidak hadir dalam persidangan

Berdasarkan hasil penelitian di Polres Batu khusunya di Unit PPA masih
terjadi kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Data tahun 2017
jumlah KDRT yang masuk ke Unit PPA sebanyak 25 kasus. Tahun 2018
sampai dengan November 2018 terdapat 26 kasus. Tentu saja masih
banyak kejadian KDRT yang belum dilaporkan karena didasarkan pada
pertimbanga antara lain bahwa KDRT adalah urusan privasi dalam
keluarga.

Peranan polisi sebagai ujung tombak perlindungan KDRT sangat penting.
Penan itu dapat berupa penyuluhan sebagai bagian tindakan preventif,
tindakan berupa perlindungan hokum sementara agar korban merasa
nyaman maupun tindakan penegakan hukum atau represif mana kala
sudah terhadi KDRT. Maka hukum harus ditegakkan agar para pelaku
KDRT dapat diproses sesuai hukum yang berlaku

Kendala-Kendala Penegakan Hukum Dalam Pelaksanaan Perlindungan

Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:
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a. Kekerasan dalam rumah tangga seringkali tidak dilaporkan ke pihak
kepolisiaan, karena korban merasa malu untuk membuka persoalan
rumah tangga kepada pihak lain, karena dianggap membuka aib

keluarga sehingga lebih baik didiamkan.

b. Ada kalanya perkara KDRT yang sudah diadukan ke PPA Polres
ditarik kembali dengan alasana supaya diselesaikan secara
kekeluargaan dan harapannya kehidupan keluarga dapat dibina dan

harmonis kembali.

4.2 Saran-saran

4.2.1 Melihat hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dimana terjadi
peningkatan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dari 21 kasus tahun
2017 menjadi 25 kasus sampai dengan bulan nopember 2018, maka penulis
menyarankan perlu ditingkatkan penyuluhan kepada masyarakat tentang
keberadaan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU
KDRT) sehingga masyarakat luas semakin makin sadar hokum dan pada
gilirannya diharapkan dapat mengurangi jumlah kekerasan dalam rumah
tangga.

4.2.2 Bagi korban tindak pidana agar lebih memamahi tentang apa saja yang
termasuk dalam ruang lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
dan peka terhadap lingkungannya.pidana kekerasan dalam rumah tungga

berani mengungkapkan tindak kekerasan yang dialaminya sehingga dapat
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diproses secara hukum, dan sekaligus mempunyai efek jera baik bagi
sipelaku dan juga masyarakat luas dapat mengetahuinya, sehingga tidak
melakukan tindakan yang serupa.

4.2.3 Bagi anggota masyarakat, anggota keluarga agar tanggap dan melaporkan
ke kepolisian dalam hal ini Unit PPA Polres Batu jika mengetahui ada
tindak kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak kepolisan segera
dapat mengambil langkah-langkah hukum dan tindakan pengamanan,
sehingga sikorban merasa aman dan nyaman.

4.2.4 Agar aparat penegak hukum bisa semakin tanggap terhadap segala bentuk
tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga dengan
menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Selian itu juga menggalakkan
sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga diketahui secara luas oleh

anggota masyarakat.
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